KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 140 /03 / 2025

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

a.

KEPALA DESA PAKUNCEN,

bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor
400.10.2/1839/2024 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusuan APBDesa
Tahun 2025 Perihal Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Penggunaan ADD
yang diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republuk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1295);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2015 Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
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2015 Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 48);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2019 Nomor 17);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor .69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran
Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
Peraturan Desa Pakuncen. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran
Desa Pakuncen Tahun 2016 Nomor 1);
Peraturan Desa Pakuncen Perubahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Pakuncen Tahun 2025 - 2026
(Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Desa Pakuncen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa .Pakuncen Tahun 2024Nomor 2);
Peraturan Desa Pakuncen Nomor. 5 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun
2025 Nomor .5);

MEMUTUSKAN :

Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan
ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

Pemberian Penghasilan Tetapkepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada
tahun 2025

Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025

Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2025, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki
dan dibetulkan sebagaimana mestinya

1. Camat Lembeyan

2. Ketua BPD Kedungpaniji

3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 02 Januari 2025




Lampiran

Keputusan Kepala Desa

Nomor 140/03/2025
Tanggal 02 Januari 2025
Tentang Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa Pakuncen
Kecamatan Selomerto
Kabupaten Wonosobo
NO NAMA JABATAN BESARAN SILTAP DAN TUNJANGAN
PER BULAN
(Rp.)
1 ALl Kepala Desa 4.850.000
2 ABDUL LATIF Sekretaris Desa 3.150.000
3 2.575.000
FATIKHATUL ASFIYA Kadus Pakuncen
4 SETYA PAMUNGKAS Kadus Krotok 2.575.000
5 MUCHAMMAD ARIFIN Kaur Umum dan Perencanaan 2.575.000
6 AHMAD SYAFINGUDIN Kasi Kesejahteraan dan 2.575.000
Pelayanan
7 DWI NURFENDI Kaur Keuangan 2.575.000
8 SUKONO Kasi Pemerintahan 2.575.000




